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ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN PALEMBANG

Indah Febrianti

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah hak dan kewajiban
narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Palembang?. Dan Apakah kriteria narapidana untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Palembang?. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan
dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan
dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan kriteria narapidana untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Palembang.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum
sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Hak dan kewajiban Narapidana untuk
mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemsyarakatan Perempuan
Palembang, yaitu : Hak Narapidana : Hak telah diatur dalam hak Undang-Undang,
karena yang bersangkutan telah menjalani 2/3 dari masa penjara;Sebagai warga
negara dia telah berkelakuan baik dalam tahanan;Telah mendapatkan pembinaan
keterampilan selama di penjara sesuai dengan kemampuannya sebelum masuk
penjara;Diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berkelakuan dengan
baik. Kewajiban Narapidana :Harus melaporkan secara substantif dan
administratif kepada Lapas bahwa dia telah bebasMendapatkan pelayanan yang
baik dari petugas dan petugas tidak boleh mempersulit;Mengulangi kelakuan baik
dari instansi maupun darui keluarga dan Pelaksanaan Kriteria narapidana untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Palembang, yaitu : Telah memenuhi syarat substantif dan syarat
administratif;Telah menunjukkan kesadarann dan penyesalan;Telah berhasil
menjalani program pembinaan dengan baik;Masa pidana telah dijalani 2/3 dari
masa pidana;

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya
aparat hukum pidana, mulaidari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan,
penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata
lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim danP etugas Lembaga Pemasyarakatan yang
berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka
dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan
semacam itu di dalami Imu pengetahuan hukumd isebut hukum acara dan hukum
acara yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana disebut hukum
acara pidana yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana
materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat
tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :
a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan
pelaku tindak pidana;
b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa
melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan
pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Ygoesilo Yuwono, 2000, Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni,
Bandung, hlm.5.



Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-
tahap tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang terkait dan
dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang
berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan
dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana,
sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

Penyelidikandanpenyidikan;
Penuntutan;
Pemeriksaansidangpengadilan;
Upayahukum;

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum secara pasti.z)

bl el i

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan
wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan
langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan
wewenangnya masing-masing. Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka
acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri
sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat,
sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan
pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh
sistem itu pada akhirmya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan
keadilan.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan

instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui

Dbid., him.8.



instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi
secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan
selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan
perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai
perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang
dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah
perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga
merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat
akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap
baik dan adil.”)

Pandangan KUH Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah
seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan
dari tindak pidana dalam KUH Pidana yang menampakkan daya pikir sebagai
syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman yang
termuat dalam pasal-pasal KUH Pidana yaitu : hukuman mati, penjara, kurungan
dan denda.

Adanya hukum berkaitan dengan adanya manusia, tiada manusia tiada
hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai
tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang
berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada
asasnya adalah bebas merdeka.

Manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-masnusia lain,

maka senentiasa pula ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat,

bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam

Moeljatno, 2003, Asas-asasHukumPidana, SinarGrafika, Jakarta, him.3.



masyarakat itu, yang menyelenggarakan langsungnya ketertiban dan ketenteraman
masyarakat. Untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat lalu mungkin sekali
kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang
dilarang, sedangkan bilamanana larangan itu dilanggar dia akan menderita
akibatnya, yaitu sanksi pidana.

Jadi pada asasnya manusia itu bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan
bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak
dan kebebasannya itu. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau
kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih
bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan.
Adakalanya kepentingan maysarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan
individu yang diutamakan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan globalisasi
komunikasi serta informasi telah membawa perubahan-perubahan yang mendasar
pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada pola hidup dalam keluarga. Ketidak
mampuan menyesuaikan diri dengan tutuntan perubahan menyebabkan tidak
sedikit keluarga yang tidak mampu berperan dan berfungsi optimal di dalam
memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang, sehingga anak
mudah mengarah pada perilaku yang menyimpang. Penyimpangan perilaku pada
anak yang sangat memperihatinkan keluaga, masyarakat dan bangsa adalah
meningkatnya perilaku anak yang berkonflik dengan hukum baik secara kualitas

maupun kuantitas.



Sejalan dengan prinsip reintegritasi sosial yang dianut dalam sistem
pemasayrakatan, maka upaya untuk tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan
pembinaan narapidana harus diutamakan. Reintegrasi yang didasarkan pada
premis bahwa apabila seseorang mampu untuk menyatu dalam lingkungan
masyarakat yang besar dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tengah-tengah
masyarakat, maka kesempatan dan peluang untuk kembali berprilaku taat hukum
menjadi lebih terbuka.

Proses pemasyarakatan adalah merupakan proses untuk mewujudkan
reintegrasi sosial yang dilakukan dengan menggalang semua aspek
potensial kemasyarakatan secara integral yang mencakup berbagai aspek
kehidupan narapidana, masyarakat dan juga menyangkut cara perlakuan
petugas pemasyarakatan.")

Proses pemasyarakatan adalah proses gotong royong yang ierjalin antara
narapidana, petugas dan masyarakat. Oleh karena itu dalam prepektif perlakuan
narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan
Lembaga Pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses
pemasyarakatan adalah kontrak dengan masyarakat.

Berkaitan dengan konsepsi pemasyarakatan, Sudarto menyatakan:

Sistem pemasyarakatan, memandang pidana sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap
terpidana dan mengembalikan ksatuan hidup dari narapidana, jadi lebih
dititik beratkan pada prevensi spesifik. Oleh karena itu merupakan
kenyataan bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar
pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan,

maka hakim mau tidak mau harus memperhitungkan hal tersebut dalam
penghukuman.”

4)‘.:'md.arto, 2003, Masalah penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan Dalam Kapaita
Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, him.8.
bid., Nim.10.



Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang ada, maka dalam
Lembaga Pemasayrakatan di harapkan agar sitem pemasayrakatan dapat mencapai
tujuan yang utama adalah mencegah pelanggaran hukum serta sesuai dengan
tuntutan hati nurani yang menghendaki dari perlindungan terhadap harga diri
manusia dan merupakan cerminan aspirasi nasional dan kebudayaan yang melekat
di dalam idiologi Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengannarapidana untuk mendapatkan
pembebasan bersyarat, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam
skripsi ini yang berjudul : HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA UNTUK
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA
PEMSYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG.

B. Permasalahan
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan
pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Palembang?

2. Apakah kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan
dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan kriteria narapidana untuk



mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Palembang.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan yang jelas tentang :
1. Hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
di lembaga pemsyarakatan Perempuan Palembang.
2. Kriteria narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga
pemsyarakatan Perempuan Palembang.
D. Defenisi Konseptual
1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
di lembaga pemasyarakatan.
2. Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani
sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya .
3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan
terhadap narapidana dan anak didik.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian
hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.
2. Jenis dan Sumber data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan



perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan
buku-buku lainnya
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari pustaka, antara lain :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Lembaga Pemasyarakatan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Palembang.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk
mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan
menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian
serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam



penulisan skripsi ini. Dan wawancara secara langsung terhadap narapidana
wanita, petugas lapas dan pihak terkait melalui wawancara, jumlah yang
akan diwawancarai sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan
diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan
interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari
sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan
menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku
khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu
hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,
sechingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam
penelitian.
F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi konseptual,
Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian Narapidana, Fungsi

dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan, Pendidikan Terhadap Narapidana
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di Lapas, Pengertian Pembebasan Bersayarat, Pengertian Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan.

Bab IIl, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Hak dan
kewajiban narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga
pemsyarakatan Perempuan Palembang dan Kriteria narapidana untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat di lembaga pemsyarakatan Perempuan
Palembang,

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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